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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2F Tahun 1984
tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik FPegawai
Megeri GSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jio
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tabhun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan‘
Pemerintah Dasrah ;
Surat Keputusan Menteri Pertanian Momor 413/KPTS/THN
II0/7719%92 tentang Femotongan Hewan| Potong dan
‘Penanganan Daging serta Hasil Ikutannval:
Surat Keputusan Menteri Pertanian MNomor I0&/KPTS/TH
IF0/471974 tentang Pemotongan Hewan| Potong dan
Fenanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannva :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah
FKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Dasrah :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
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linggo MNomor 9 Tahun 1987 tentang Pen

E
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TingIat I1 Probo-
idik Pegawai

Megeri Gipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Probolinggo :
FPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probo-—
linggo Nomor 15 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Keria Dinas Peternakan Daefah Kabupaten

Daerah Tingkat II Probolingoo.

Dengan Fersetuiuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Menstapkan

MEMUTUSEKEAN

FPERATURAN DAERAH KABUPATEN PROEBOL INGGO TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.




BAB 1
KETENTUAN UMUM
Fasal i

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

=
b
-

.

2.

f.

Q.

M=

Mia

Daerah. adalah Kabupaten Probolinggo :
Femerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Frobol
Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;

Fejabat, adalah Pegawai vyang diberi tugas tertent

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang—un
vang berlaku;
Dinas Perternakan, adalah Dinas Peternakan Kabupaten

Badan, adalah suatu bentuk badan usaha vang melipu

terbatas, perserocan komanditer, perserocan lainnva.

milik negara atau daerah dengan nama . dan ben

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,

orrganisasi yvang sejenis., lembaga, dana pensiun, bentu

serta bentuk badan usaha lainnvya ;

inggo
u di bidang

dangan daerah

FProbolinggo 3
ti perseroan
badan usaha
tuk Spapun s
vavasan atau

k usaha tetap

Rumah Potong Hewan, adalah tempat pelavanan pemotonga

hewan vang

dikelola dan dilakukan oleh Femerintah Kabupaten FProbplinggo

Retribusi Jasa Usaha,., adalah retribusi atas jasa van
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swast
Femeriksaan

cleh

Kesehatan Hewan, adalah Femeriksaan va
ahli atau pejiabat vang ditunjiuk untuk melakukan
kesehatan hewan dan uji laboratorium 3

Hewan Potong, adalah sapi, kerbau. kuda, kambing, dom
Unggas, adalah Setiap jenis unggas yang dimanfaatkan
bebek,

termasuk ayvam, burung dara dan lain—-lain 3

kKesehatan adalah D
yang

sebelum dipotong dan sesudah dipotong dirumah potong

Petugas FPemeriksa Hewan ,

FPemerintah/petugas ditunijuk untuk melakukan

Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan
peraturan perundang—undangan retribusi diwajibkan unt
pembavaran retribusi 3 .

Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu va
batas waktu bagi waiib retribusi untuk memanfaatk
rumah pemotongan hewan j

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah vang selan
disingkat SFdORD, adalsah

retribusi

surat vang dipergunakan

untuk melaporkan data obiek retribusi

retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembavaran re

terutang menurut peraturan perundang—undangan retribu

komersial

disediakan

karena

]
g dilakukan

pemeriksaan

a dan babi :
untuk pangan
pkter Hewan
pemeriksaan
hewan 3
vang menurut

uk melakukan

ng merupakan

an fasilitas

jutnya dapat
ocleh waiib
dan waiib
tribusi vang

si daerah 3




Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selaniutnva di

adalah surat keputusan vang menentukan besarnya juml

vang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar T

dapat disingkat SKRDKEBT,

menentukan tambahan atas jumlah retribusi vang telah

selanjutnya adalah surat k

Surat Ketetapan
dapat disingkat SERDLE,
kelebihan

Retribusi Daerah Lebih Bavar van

adalah surat keputusan va

jumlah pembavaran retribusi karena

jumlah

singkat SKRD,
ah retribusi
ambahan vang
¥yang
ditetapkan

putusan

2

selanjutnya
menentukan
kredit

a

retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak

seharusnya terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnvya

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan

administrasi berupa bunga dan atau denda
. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan at
terhadap SKRD
SKERDLE vang diajukan oleh waiib retribusi

adalah

atau dokumen lain vang dipersamakan,

2

Pemeriksaan, serangkaizan kegiatan

mengumpulkan, dan mengelolah data dan atau

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
Dasrah berdasarkan peraturan perundang-undangan retri
adalah

bukti,

daesrah menjadi jelas dan terang

Penyidikan, serangkaian tindakan untuk

mengumpulkan sehingga tindak pidana

=

Fenyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil

melakukan penvidikan tindak pidana dibidang retribusi

BEAERB II
MAMA,. OBJEK DAN SUBJEK RETRIEBUSI
Pasal 2
Atas
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dapat dipun

vang dinamakan Retribusi Rumah Fotong Hewan.

b 4
u

Fasal

diq

untu
ketera

kewaiib

mencari

dibida

vang dit

pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hei

ingkat STRD,

atau sanksi

as keberatan

SKRDEBT dan

k

ngan

g

mencari.
lainnva

n retribusi

usi dasrah :

serta
ng  retribusi
i juk untuk

daesrah.

#an  termasuk

gut retribusi

Objiek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotong-—

an hewan vang meliputi ;

L=

-
=

1w

b
o=

3.
4.

penvyewaan kandang {(karantina)

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di

pemakaian tempat pemotongan

pemakaian tempat pelavanan daging.

FPelavanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan (RP}

1)

potong 3




b. Pemeriksaan pemotongan diluar Rumah Potong Hewan (RPH)
i. pemeriksaan
Hewan (RFH) vang dikelola oleh swasta ;

2. pemeriksaan kesehatan ternak vang laku dijual
secara teknis memenuhi syarat dipotong vang

di pasar.

c. Pelayvanan pemeriksaan pemakaian alat angkut dan pemeriksaan

pemotongan yang dilaksanakan diluar Rumah

dipefjual

Fotong

dan berumur

belikan

ulang

daging yang berasal dari daerah lain termasuk daging |import.

FPasal 4

Subiek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum vjang mengguna-—

kan fasilitas rumah potong hewan dan atau diluar rumah potong hewan.

BEARBR III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal &
Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan

liIsaha.

BEAEB 1V
CARA MENGUEUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Fasal &

Tingkat penggunaan

jenis serta jumlah hewan vang akan dipotong.

sebagai Retribusi

Jasa

jasa dihitung berdasarkan jenis pelavanan, dan

BEAEB V
KETENTUAN PEMERIKSAAN HEWAN/UNGGAS DAN DAGIN
Pasal 7
{1} Setiap hewan dan atau Unggas vang akan dipotong harus mendapatkan
pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dari petugas Dinas

Feternakan 3
(2) Hewan
Surat

Kesehatan vang berlaku 24 {dua puluh smpat) jam ;

untuk dipotong diberi tanda khusus dan

dan atau Unggas vang telah diperiksa dan dinvatakan

sehat

Femeriksaan

(3) Setiap pemoctongan besar bertanduk betina harus memenuhi ketentuan

Peraturan FPerundang—Undangan vang berlaku.

Fasal B
Apabila menurut petugas pemeriksa kesehatan hewan, hewan
dipotong menderita penvakit hewan menular aau dianggap
penyakit menular, pemotongan ditolak, ditangguhkan at%

dengan syarat dan dilaporkan kepada Bupati.

yang akan
menderita

diizinkan
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EaEB VI
EETENTUAN PERIZINAN
Pasal %
(1} Setiap orang atau badan hukum vang mengusahak?n pemotongan

hewan/unggas dan atau vang melaksanakan penijualan daging

hewan/unggas dalam Kabupaten Probolinggo harus mendapat izin dari
Bupati :

(2) Burat izin seperti dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku berlaku 5
{lima) Tahun j

{Z) Prosedur dan tata cara pengajuan serta syarat-syarat yang harus
dipenuhi pemchon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetap—

kan oleh Bupati.

BEAB VII
PRINGIF DAN SASARAN DALAM PENETAFAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Fasal 10

Frinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan bgsarnya tarif
retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperocleh keuntungan vang
laysk sebagaimana keuntungan vang pantas diterima oleh pengusaha
sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi| pada harga

pasar.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan
jumlah hewan :
{2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di
Wilavah Kabupaten ;:
{3} Dalam hal tarif pasar vang berlaku sulit ditemukan,| maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelavanan/

jasa, yvang merupakan jumlah unsur—unsur tarif yang mgliputi s

a. Unsur biava per satuan penvediaan jasa g

b. Unsur keuntungan vang dikehendaki per satuan jasal

{4} Biaya sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a meliputi :

2. Biaya operasional langsung yang meliputi biava belanja pegawai
termasuk pegawai tidak tetap, belania baramng, belania
pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biava listrik, dan
semua biaya rutin/periodik lainnya yvang berkaitan langsung
dengan penyediaan iasa j

b. Biaya tidak langsung vang meliputi biava adminiitrasi LM

dan biaya lainnva vang mendukung penvediaan jasa 3




c. Biava modal vang berkaitan dengan tersedianva akt

aktiva lainnya vyang

meliputi angsuran dan bunga pinjaman,
bangunan, dan penyusqtan aset ;
Biaya—-biava
seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
(3)
dalam
pada avat {(4) dan dari modal :
(6) Struktur

{2} dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

beriangka menengah dan g

nilai sawy

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf

lainnya vang berhubungan dengan penvediaan

iva tetap dan
aniang, vang

y)a  tanah dan

iasa,

b ditetapkan

persentase tertentu dari total biaya sebagaimana

dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

dimaksud

(1),

Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif

a. Pemeriksaan hewan Sapi/Kerbau Rp- 2.000/ekor
sebelum / sesudah Babi Rp- 7.5300/ekor
dipotong Kambing/Domba Rp. 1.000G/=skor

Unggas ‘Rp. 100/ekor

b. Penyvewaan kandang = Rp- 1.000/hari

c. Pemakaian tempat Sapi/Kerbau Rp-. 2.500/=kor
pemotongan Kambing Rp. S800/ekor

d. Pemakaian tempat
pelayuan daging = Rp. 1.000/hari

2. Pemeriksaan hewan Sapi/Kerbau Rp- 1CG.00G/ekor
potong betina
bertanduk

T. Pemeriksaan ulang : = Rp- J00/KEm
daging dan alat angkut

g. Pemotongan diluar Sapi/Kerbau Rp. 5.000/ekor
Rumah Potong Hewan ;

h. Pemeriksaan kesehatan| Sapi/Kerbau Rp. 300/ekor
hewan vang diperjual Babi Rp. 1.500/ekor
belikan Kambing/Domba Rp- F00/ekor

Unggas Rpi. 50/ekor
BAEB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi

yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempgt

pelavanan

penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

BEAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Fasal 13

Masa Retribusi untuk

adalah

pemakaian kandang dan

oleh Bupati.

atau

pel

jangka waktu vang lamanya 1 (satu)} hari atau ditetapkan

vuan daging

lain




FPasal 14

Saat retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD

atau dokumen

lain vang dipersamakan.

BEAEB X1
SURAT PENDAFTARAN
Fasal 15

{1} Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;

{(2) SPJORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus iisi dengan

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani | oleh Waiib
Retribusi atau kuasanya 3

{Z) Bentuk, isi, serta tata carz pengisian dan penyampaian SPJORD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olsh B

B AB XII
FENETAFPAN RETRIBUSI
Pasal 16
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal |12 avat {1}
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan | SKRD atau
dokumen lainnva yangAﬂipEFSamakan 5
{2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan
atau data vang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKET :
(3} Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain vang
an SKERDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan ocleh Bupati.

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

BEAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
{2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SERD atau dnkumln 1ain vang
dipersamakan, dan SKRDKET.

BEAERB XIV
SANKSI ADMIMISTRASI
Fasal 18
Dalam hal MWajib Retribusi tidak membayar teﬁat pada wakltunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%
{dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atap kwrang di

bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



{1}

(2)

(3}

(1)

(L}

(3}

{&)

EAEB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

FPasal 19
Fembayaran retribusi vang terutang harus dilunasi | sekaligus 3
Retribusi vyang terutang dilunasi selambat—lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokume lain vyang
dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayarsn retribusi

diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
. TATA CARA PENAGIHAN
Fasal 20
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokume lain wvang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan vang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, vang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih
melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara {BUPLN) &
FPenagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang—undangan vang berlaku.

BEAB XVII
KEBERATAN
Pasal 21
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanva keﬁada Bupati
atas GSKRD atau dokumen lain vang dipersamakarn, %KREKHT dan
SKRDLE; \
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonegsia dengan
disertai alasan—alasan vang jelas : j
Dalam Hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan ata ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketlidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut ;
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, dan SKRDLE diterbitkan, kecuali apabila Wajib| Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannva ;
Keberatan yan§ tidak memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat  keberatan,
Eehingga tidak dipertimbangkan i
Fengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar | retribusi

dan pelaksanaan penagihan retribusi.



(1}

(2}

{3)

{1}

(2)

(4}

(3}

(&)

(1}

Fasal 22
Bupati dalam jangka waktu paling lama & (enam} | bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi kautusan atas
keberatan yang diajukan 3
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian. menolak, atau menambah besarnva retribusi  vyang
terutang :
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  telah
lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, kfberatan yang

diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BEAERB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal Z2Z

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
Bupati dalam Jjangka waktu paling lama & (enam) |bulan seijiak
diterimanva permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ; -
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2} telah

dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan., permchonan

pengembalian  kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLE
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (gatu) bulan :
Apabila w&jib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud |pada ayat 1
{satu} langsung diperhitungkan untuk melunasi terl%bih dahulu
utang retribusi tersebut 3
Fengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 {satu) dilakukan dalam jangka waktu palling lama 2
{(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLE :

Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan sktelah lewat
jangka waktu 2 {dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24
Fermohonan pengembalian kelebihan pembavaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang—kurangnIa menvebut—
kan =
2. Mama dan alamat Wajib Retribusi 3
. Masa retribusi

<. Besarnya kelebihan pembavaran :

d. Alasan vang singkat dan jelas.




{1}

{2}

(1)

{1}

Permohanan_ pengembalian kelebihan pembavaran

disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pen

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima ole

FPasal 25

FPengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan

Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi :

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitun

retribusi

=
giriman pos

h Bupati.

menerbitkan

gkan dengan

utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat

(4},

pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembavaran|

pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan

BAB XIX
PENGURAMGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 2&
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
retribusi j;
FPemberian peEnguirangan, dan

keringanan pembebasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat diberikan

kepada Wajiib Retribusi dalam rangka hajatan :

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
ditetapkan oleh Bupati. .
BEAEB XX
KADALUWARSA PENAGIHAN
Fasal 27
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwa
melampaui  Jjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribus
tindak pidana di bidang retribusi _
Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
{1} pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, atau :
b. Ada retribusi dari Waiib Ret

pengakuan utang

langsung maupun tidak langsung.

dan bukti

pembebasan

retribusi
antara lain

retribusi

rsa setelah

sejak saat
i melakukan

pada avat

ribusi baik




(1)

{1}

(2}

BEAE XXI
EETENTUAN FIDANA
FPasal 28

Wajib Retribusi vyang tidak melaksanakan

Acara Fidana :

Newenang Fenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kewajibannva

sehingga

merugikan keuwangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama &
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) | kali jumlah
Retribusi yang terutang =
Tindak pidana pada ayvat (1) adalah pelanggaran.
BEAB XXII
FENY IDIKARN

Pasal 29
Fejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganm Pemerintah
Dasrah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
- penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 5Ebagaihana

dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tﬁntang Hukum

adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti ke

rangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidan retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut meniadi lengkap
dan jelas :

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah H

€. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah ;

d. Memeriksa buku—buku, catatan—catatan dan dokumen—dgkumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi |daesrah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan., dan dokumen—-dokumen Iain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut H

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

g- Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlaﬁgsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e -

h. Memotret seseorang vyang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi daerah :
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i. Memanggil orang wuntuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ; !

j. Menghentikan penvidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancargn penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut| hukum vang
dapat dipertanggungiawabkan.

{3) Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyamphikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan vyang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana. '

BaAaB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peratiran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Probolingge Nomor 19 |Tahun 1979

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerih Kabupaten

Daerah Tingkat II Probolinggeo Romor 5 Tahun 1993 tentang
Hewan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

1

vang belum diatur dalam peraturan

Fasal

Hal-hal daerah inai

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut o

32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangh

Fasal

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannva d

Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di

FPemotongan

s Sepanjang

leh Bupati.

an.

]emerintahkan
al

am Lembaran

Frobolinggo

MURH

A DI




